
n.J

BI'PATI TAXA TORA'A
PROVIilSI SUI.ATTEAI SEI,ATAIT

PERATT'RAX BT'PAT! TATTA TORA'A
rouoR t4 TAEITII 2016

. TEIITATG
PERI'BAHAT BTrI(rA AT'S PERATURAT BI'PA?I TATA T'ORA'A IIOUOR 43

TAEI,x 2015 TEtlTAlSG PETABARAI| Ar(x}ARAr PETDAPATAf, DAII BE.AI|JA

DAERAH TAIII'T ATGGARAX 2016

DENIGAI| RAfiEA*T fl'IfAII YAXO IAIIA ESA

BI'PATI TAXATORA'A

Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Fresiden Nomor 66

Ta}runAnggaran2o16tentangRincianAnggaranPendapatandart
BelanjaNegaraTahungAnggaran2016,yangdidalamnyatermasuk
menetapkan Rincian DAK Tambahan Tahun Anggaran 2016 Bidang

Jalan, Bidang Irigasi dan Bidang Kesehatan serta pemotongan

alokasi DAK Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2O16;

b. bahwa dengan teqiadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan
sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2Ol5 tentang
Penjabaran Anggaran Perrdapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dnlam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaa
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(fembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
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4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 terLtang Perbendaharaan

Nesara (Lembaran *"gt";;;]; It'dot""iu lahun 
2004 Nomor 5'

r"*U"han Lembaran N"l"t" n"p"tlik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab KelanS3n Negara (Lembaran

Negara Republik Ld";;;"^ t'nl"l 2004 Nomor 66' Tambahan

;;; N"g.r. Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2904 tentang Sistem

perencanaan e"*u^rrgri.rrn Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ooa- N;;"t lO4' Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20o4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara R";;;iil Indonesia lahun 
2oo4 Nomor 126'

Tambahan Lembaran'itgut" Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah 1t'embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2oogNomorl3o,TambahanlembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 5049);
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 82,

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5767), Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 5707);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 i Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

2011 tentang Pembentukan
(Lembaran Negara RePublik

Tambahan Lembaran Negara
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15.
n
L

a575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor

Informasi Keuangan Daerah (L

Tahun 2OO5 Nomor 138' Ta

Indonesia Nomor 457 6) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan PemerintJ llo*ot 6S f^h"' 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 201O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2l Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesra

Nomor 5165);

25. Peraturan i Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Oatam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan K","t'!^t' Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 201i Nomor 310);

26, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman

Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

20t6;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

lgglPMKl2OL6 Tentang Dana Alokasi Khusus Fisik pada

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Angga-ran 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1418;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);

31. Peraturan Bupati rana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah rahun
Anggaran 2016, sebagaimana terah diubah beberapakati terakhir
diubah dengan peraturan Bupati rana Toraja Nomor 12 Tahun
2016 tentang perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Nomor 43
Tahun 2015 tetang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2016 Nomor 12 );

MEMUTUSKAN:
MCNCTAPKAN :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015

tentan! Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016,sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdirubahdenganPeraturan
Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja

DaerahTahunAnggaran2016(BeritaDaerahKabupatenTanaTorajaTahun2016
Nomor 12 ); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 terdiri atas:

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asll Daerah

Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

b. Dana Perimbangan
Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

Jumlah Pendapatau
Semula
Bertambah/ Berkurang
Jumlah

2. Belanja:
a, Belanja Tidak Langsung

i) Belanja pegawai
Semula
Bertambah,r berkurang
Menjadi

2) Belanja bunga
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

3) Belanja Hibah
Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

4) Belanja bantuan sosial
Semula
Bertambah/Berkurang

Rp 76.974.890.OOO,OO
0.o0Ro

Rp. 76.974.89O.0o0,O0

R
R

p. 895.508.873.840,00
32.404.136.000

Rp. 927,913.OO9,84O'O0

Rp 105.848.008.591,00
0.00

Rp 105.848.008.59i,00

Rp. 1.078.33 1 .772.431,0O
Rp. 32.4O4.136.000,00
Rp. 1. 1 10.735.908.431,00

Rp
Rp

446.472.230.780,00
0.00

Rp. 446.472.23O.780,00

Rp 115.000.000,00
Rp 0,00
Rp. 115.000.000,00

Rp. 4.227.OOO.OOO,OO

Rp 0.00
Rp. 4.227.000.000.00

Rp. 604.000.000,o0
R 0.00
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Menjadi
5) Belanja bagi hasil

Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

6) Belanja bantuan keuangan
Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

7) Belanja tidak terduga
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

Jumlah BelanJa Tldak Leagsung
Semula
Bertambah / Berkurang
Jumlah

b. BelaaJa Larrgaung
1) Belanja pegawai

Semula
Bertambah / Berkurang
Menjadi

2) Belanja barang dan jasa
Semula
Berkurang
Menjadi

3) Belanja modal
'Semula
Bertambah
Menjadi

Jumlah Belanja Langsung
Semula
Bertambah
Jumlah

Jumlah Belanja
Semula
Bertambah
Jumlah

Surplus/ (Defisit)

Rp. 604.000.000,o0

Rp 1 .007.500.00C;00
0.00Rp

Rp. 1.0o7.500'000,0o

Rp. r29.354.128'O92,Oo
Rp 0. 0

Rp. 129.354.t28.092,OO

Rp. 1.500.000.000,00
Rp 0,o0

Rp. 1.500.000'000,00

Rp 583.279.858.872,OO
o.o0Rp

Rp. 583.279.858.872,Oo

Rp. 50.838.736.000,00
RD 1.1 71.330.000.00
Rp. 52.010.066.000,00

Rp 164.195.087.353,00
4.466.870.744.0ORp

RP. i68.661.958.097,00

Rp 332.327 .264.229,OO
33.518.135.671.00Rp

Rp. 365.845.399.900,00

Rp 552.999.288.326,00
33.518.135.671,00Rp

Rp. 586.517.423.997,O0

Rp. 1. 136.279.t47.t98,OO
Rp. 33.518.135.671 .00
Rp. 1. 169.797.282.869,OQ

(Rp. 59. O6 1. 37 4.438,OOl'

Rp. 59.447.374.767,0O
Ro 1.1 13.999 671,00
Rp. 60.561.374.438,00

3. Pembiayaan:
1) Penerimaan pembiayaan

Semula
Bertambah
Menjadi

2) Pengeluaran pembiayaan
Semula
Bertambah/Berkurang

1.500.o00.000,00Rp.

Rp. 00
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Menjadi
2) Pengeluaran pembiayaan

Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

Jumlah Pembiayaan Netto
Semula
Bertarrlbah
Menjadi

Rp. 60.561.374.438,00

Rp
Rp

1.s00.000.000,00
0.00

Rp. 1.500.00O.000,00

Rp 57.947.374.767,00
1.1 13.999.671.00Rp

Rp. 59.061.374.438,00

Sisa leblh pembiayaan anggaran Rp. o,oo

2' Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati rana Toraja Noittor
43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
3t l.rt.rbr ta:[a

A TORA^'A,

*

S BIRINGI{ANAE
roR

Diundan
pada tan

di Makale
, 3l l.rt.rl.r 2al5

S DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

AERAH KABUPATEN TANA ToRAJA TAHUN 2016 NoMoR.:T

BUPA

r r.irO

SET


